
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  7  TAHUN  2011  

TENTANG 

PELAYANAN DARAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pelayanan Darah; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN 

DARAH. 
 

BAB   I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal   1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan 
yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan 
dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk 
tujuan komersial.  

2.   Pelayanan . . . 
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2. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan 
kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan 
dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, 
pendistribusian darah, dan tindakan medis 
pemberian darah kepada pasien untuk tujuan 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

3. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan 
pengambilan dan pelabelan darah pendonor, 
pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, 
dan penyimpanan darah pendonor. 

4. Fraksionasi Plasma adalah pemilahan derivat plasma 
menjadi produk plasma dengan menerapkan 
teknologi dalam pengolahan darah. 

5. Pelayanan Apheresis adalah penerapan teknologi 
medis berupa proses pengambilan salah satu 
komponen darah dari pendonor atau pasien melalui 
suatu alat dan mengembalikan selebihnya ke dalam 
sirkulasi darah pendonor. 

6. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan 
darah atau komponennya kepada pasien untuk  
tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan 
kesehatan. 

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat 
dan/atau tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 
dan/atau masyarakat. 

8. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat 
UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, 
dan pendistribusian darah. 

 
 
 9.   Bank . . . 
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9. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat 
BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit 
yang bertanggung jawab atas tersedianya darah 
untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam 
jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan 
kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan 
kesehatan lainnya. 

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

 
Pasal   2 

Pengaturan pelayanan darah bertujuan: 

a. memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk 
kebutuhan pelayanan kesehatan; 

b. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan 
darah; 

c. memudahkan akses memperoleh darah untuk 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 
dan 

d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang 
ketersediaan darah. 

 
 
 
 BAB II . . . 
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BAB  II 
TANGGUNG JAWAB  

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal   3 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan 
darah dalam rangka melindungi masyarakat. 

 
Pasal   4 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, 
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

  
Pasal   5 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan 
pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan. 

 
Pasal   6 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
terhadap pendanaan  pelayanan darah dalam rangka 
jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan.  

 
 

BAB  III 
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH 

 
Bagian Kesatu 
Perencanaan 

 
Pasal 7 

(1) Setiap UTD dan BDRS harus menyusun rencana 
kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan 
darah. 

(2)   Berdasarkan . . . 
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(2) Berdasarkan rencana kebutuhan darah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 
rencana tahunan kebutuhan darah secara nasional 
oleh Menteri. 

 
Bagian Kedua 

Pengerahan dan Pelestarian  
Pendonor Darah 

 

Pasal  8 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur 
pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk 
menjamin ketersediaan darah. 

(2) Pengerahan dan pelestarian pendonor darah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi 
sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang 
kepalangmerahan dan/atau UTD dengan 
mengikutsertakan masyarakat. 

 
Bagian Ketiga 

Penyediaan Darah 
 

Paragraf Kesatu 
Pengambilan dan Pelabelan  

 

Pasal   9 

(1) Tindakan medis pengambilan darah hanya 
dilakukan di UTD dan/atau tempat tertentu yang 
memenuhi persyaratan kesehatan dan harus 
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang 
berwenang sesuai dengan standar. 

(2) Setiap pengambilan darah harus didahului dengan 
pemeriksaan kesehatan pendonor darah dan 
mendapat persetujuan dari pendonor darah yang 
bersangkutan. 

(3)   Pendonor . . . 
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